
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN 
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,
: a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Nomor 183/KPU/lV/2015 tanggal 27 April

2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 
(dua) kali, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 
03/Kpts/KP U - Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sukabumi Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 
Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 
Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU- 
Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggara­
an Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU- 
Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU- 
Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sukabumi Tahun 2015.

1. Surat Edaran Nomor 183/KPU/lV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penjelasan 
Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 
27 April 2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG 
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, SERTA 
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA 
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 
TAHUN 2015
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sukabumi Tahun 2015 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Bab IV C angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2015 sampai 
dengan tanggal 27 April 2015 mulai Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dan 13.00 s.d. 16.00 
WIB di Kantor KPU Kabupaten. Penerimaan berkas pada hari Senin tanggal 27 April 
2015 mulai pukul 08.00 s.d 23.59 WIB."

2. Ketentuan dalam Bab IV D angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Anggota PPK yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam 
pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada:
a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.
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3. Ketentuan dalam Bab V D angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Anggota PPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam 
pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada:
a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.

4. Ketentuan dalam Bab VIA angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Anggota KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam 
pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada:
a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal ; 27 April 2015

Untuk SALINAN yang sah 
Sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUKABUMI,

l i

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SUKABUMI

ttd

DEDE HARYAOI

NIP. 19601125198308 1 001
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